LURAH KARANGSARI
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN LURAH EKARANGSARI

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Ol -

LURAH KARANGSARI,

bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)
huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa
dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai
kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan
penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-
19);

bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian ¢ point 3 yaitu
penetapan pemenerima manfaat Bantuan Langsung

Tunai (BLT) Desa;



Mengingat

=

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa
Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk
pencegahan penanganan dampak virus Corona dan
kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19
dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurupf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Lurah tentang Daftar Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19),

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam
lingkungan daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
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(Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yvang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ©
tentang Desa, sebagaimana terakhir telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Perarutan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penegasan Urusan

Keistimewaan;
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Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan
Urusan Keistimewaan pada Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Kalurahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progoe Nomor 4
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 99 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Desa Karangsari Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Karangsari Tahun Anggaran 2020,

Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa
Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
Desa,

Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang
Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19
dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 440/2703/3J tanggal 2 April 2020 perihal
Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor 140/0278, tanggal 21 April 2020 tentang
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Pedoman pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Desa dan Perubahan Rincian Dana Desa dan Alokasi

Dana Desa TA 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG DAFTAR PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19).

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
Kapanewon adalah Kapanewon Pengasih
Kalurahan adalah Kalurahan Karangsari.

Lurah adalah Lurah Karangsari.

AU

Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Kalurahan vang sebelumnya disebut Badan

Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan

perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
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Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.

Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana
kewilayahan.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah
Kalurahan, dan unsur masyarakat yvang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang vang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan vang
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk
dibiayai dengan Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara vang diperuntukkan bagi Desa vang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan  Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran
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penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di
seluruh dunia.

Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu
di Desa yvang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak

ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini sebagai pedoman dan batasan

Pengunaan Dana Desa yang diprioritaskan dalam rangka penanggulangan

dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

(1)

(2)

(4)

()

PRIORITAS
Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi
atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau
b. Jaring pengaman sosial di Desa.
Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima
BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian
atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan
(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang
mempunyai anggota keluarga vang rentan sakit menahun /kronis.
Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari
Kemenrian Sosial ;
Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan

Kepala Desa ini ;



{6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan elch pemerintah desa dengan
metode nontunai [cash less) setiap bulan.

(7) Besaran BLT Dana Desa diletapkan sebesar Rp.600.000,- [enam ratus
ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

BAD 111
PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahui, memerintallkan pengundangan Peraturan
Lurah ini ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Karangsari.

Ditetapkan di Kalurahan Kalurahan
timggai 23 April 2020
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LAMPIRAN : PERATURAN LURAH KARANGSARI
NOMOR  : 3 TAHUN 2020
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA)
DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KALURAHAN KARANGSARI KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020
Besaran
No Nama No KK NIK Alamat Nomor Rekening Anggaran Rp.
1 2 3 4 5 6 8
1 | SAKINAH 3401072511100016 | 3401077112420054 | KOPAT RT 03 RW 01 B%“:b%?tezw 1.800.000
2 | MUDJLIO ADI SUWITO 3401070501052260 | 3401071104350001 | KOPAT RT 06 RW 02 B%“i‘b%j;fsw 1.800.000
3 | NARSIH 3401070801080014 | 3401075011470001 | CEKELAN RT 15 RW 06 Baé’;‘b%j;ezw 1.800.000
4 | PRASETYA MULADRIYA 3401071401130003 | 3401072811860001 | DUKUH RT 19 RW 09 Baé’:b?;;e]jsw 1.800.000
5 | PARYANTO 3401071610070001 | 3401072802750002 | DUKUH RT 19 RW 09 Ba(f‘;‘b]ﬂ?;efw 1.800.000
6 | NURATMAN 3401070501051501 | 3401070102610004 | DUKUH RT 19 RW 09 Baé‘;‘bﬂ?gezw 1.800.000
7 | PARIYEM 3401072002200003 | 3401075405260001 | DUKUH RT 21 A RW 09 Baé’i‘b%?tfsw 1.800.000
Bank BPD DIY
8 | MUJIYONO MUJIRAHARJO | 3401070501051619 | 3401072505590001 | JOSUTAN RT 22 RW 10 ik YD D 1.800.000
RAKIMIN JOKO TADI Bank BPD DIY
9 TG 3401070501051620 | 3401072912620001 | JOSUTAN RT 22 RW 10 e D 1.800.000
: , Bank BPD DIY
10 | MARDI AGUS SANTOSO 3401071910110005 | 3401071707800002 | JOSUTAN RT 23 RW 10 R 1.800.000
11 | SAGIRAN 3401070501051595 | 3401070212670001 | JOSUTAN RT 23 RW 10 Bi‘n;‘b%;e]}sw 1.800.000




RAHMADIYANTO

3401071610150002

1401 150808750002

JOSUTAN RT 24 RW 11

Bank BPD DIY

Cab.Wates

s ) | Cab.Wates
. ' Bank BPD DIY
13 MUSLIH RAHARJA 3401071901110002 = 3401070203800001 | JOSUTAN RT 29 RW 13 e 1.800.000
14 NUR AGUS SALIM 3401070512110002 | 3401072208870001 | JOSUTAN RT 29 RW 13 "“C“:bﬂﬁziw 1.800.000
15 MULYADI 3401070601150001 = 3401023103820081 | JOSUTAN RT 20 RW 13 B”C’:‘bk:,'ze'ﬂ” 1.800.000
’ . Dank Brp DIY
16  RINTO SUPRIANTORO 3401072109120002 | 3401072912810002 | SENDANG RT 30 RW 14 R 1.800.000
17 PAWISMI IMO WIYOTO NY | 3401072105070004 @ 3401075708490001 | GUNUNG PENTUL RT 36 RW 17 ”“ghrfj,"ﬂfa” 1.800.000
18  NANANG EDY SUSANTO 3401070601080001 | 340107 1404780006 | GUNUNG PENTUL RT 42 RW 18 ““(';:‘biw" nn“r.::w 1.800.000
19 m'mmo 3401070705090004 | 3501073112670014 | RINGIN ARDI RT 57 RW 26 gﬂég‘b'ﬁger:” 1.800.000
20 | RAKIMIN 3401072112180004 | 1603022006620004 | RINGIN ARDI RT 58 RW 26 B“éfh%’ﬂ c[:” 1.800.000
21 SAJI KARTO WIYONO 3401070501053060 | 3401070303500002 | KEDUNGTANGKIL RT 61 RW 27 B"‘é:‘b'f‘,":ﬂ::w 1.800.000
22 REJO SUWITO 3401070501053121 | 3101071304490002 | KEDUNGTANGKIL RT 63 Rw 28 ~ ank BD DIY 1.800.000
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